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PENETAPA N
Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Shg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata
permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam
permohonan dari:

LINDA MAULINA NASUTION, bertempat tinggal di Lingkungan IV,

Kelurahan  Hutabalang, Kecamatan  Badiri,
Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
30 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sibolga, pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor
185/Pdt.P/2023/PN Shbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
seorang Laki-laki yang bernama MAJARULLAH SILITONGA sesuai
dengan Surat  Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1995, yang
diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16
Februari 1995;

2. Bahwa dalam Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-KM-
15042015-0001 tanggal 8 Januari 2015 tercatat Nama Suami Pemohon
MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember
1963;

3. Bahwa dalam surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor
1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023 tercatat Nama Suami
Pemohon MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28
Desember 1963;

4. Bahwa dalam Kutipan ljazah Madrasah Ibtidaiyah Anak Pemohon
Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal 20 Juni 2020 atas
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Nama AZIS RAHMAN SILITONGA tercatat Nama Suami Pemohon
MAJARULLA SILITONGA;

5. Bahwa dalam Kutipan Surat Keterangan Nilai ljazah Sementara
Anak Pemohon Nomor: 422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 atas Nama
AZIS RAHMAN SILITONGA tercatat Nama Suami Pemohon
MAJARULLA SILITONGA,;

6. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin
untuk Menyatakan Nama Suami pemohon dalam Kutipan Akta Kematian
Suami Pemohon Nomor 1201-KM-15042015-0001 tanggal 8 Januari
2015, dalam surat Kartu Keluarga Pemohon  Nomor
1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023 , Kutipan ljazah Madrasah
Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020
tanggal 20 Juni 2020, Kutipan Surat Keterangan Nilai ljazah Sementara
Anak Pemohon Nomor: 422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 tercatat
Nama Suami Pemohon MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang
pada tanggal 28 Desember 1963, dan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor:
04/04/1V/1995, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sorkam Pada tanggal 16 Februari 1995 tercatat Nama Suami Pemohon
MAJARULLAH SILITONGA adalah ORANG YANG SAMA.

7. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon
kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini,
dan dapat kiranya Bapak/lbu menentukan suatu hari sidang untuk
memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta
menghadirkan  Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di
persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan
selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyatakan Nama Suami
pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-
KM-15042015-0001 tanggal 15 April 2015 , dalam surat Kartu Keluarga
Pemohon Nomor : 1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023 ,
Kutipan ljazah Madrasah Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor:
032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal 20 Juni 2020, Kutipan Surat
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Keterangan Nilai ljazah Sementara Anak Pemohon Nomor:
422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 tercatat Nama Suami Pemohon
MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember
1963, dan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/1V/1995, yang
diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16
Februari 1995 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLAH
SILITONGA adalah ORANG YANG SAMA

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan Pemohon ini saya sampaikan, kiranya yang
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan
mengabulkannya dan Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan dan di
terangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan
tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Asli dari  fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.
1201156907660003, atas nama LINDA MAULINA NASUTION,
selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1V/1995 antara
MAJARULLAH SILITONGA dengan LINDA MAULINA NASUTION,
selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201151504150001 atas
nama Kepala Keluarga LINDA MAULINA NASUTION vyang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Tapanuli Tengah pada tanggal 23 Agustus 2023, Selanjutnya diberi
tanda bukti P-3;

4. Asli  dan fotokopi ljazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor:
032/Mi.02.09.06/PP.01.1/06/2020 atas nama Siswa AZIS RAHMAH
SILITONGA yang dikeluarkan oleh Kepala MI Negeri 6 Tapanuli
Tengah tertanggal 20 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
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5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nilai ljazah Sementara Nomor:
422.1/134/2023 atas nama Siswa AZIS RAHMAH SILITONGA yang
dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Pandan tertanggal 9 Juni
2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta
Kematian Nomor 1201-KM-15042015-0001 atas nama MAJARULLA
SILITONGA vyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 15 April 2015,
selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok
dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-
surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun
1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2
(dua) orang saksi yang masing-masing bernama: MASRINA SILITONGA dan
SIMSUR ALINA SILITONGA, yang didengar keterangannya di persidangan
dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MASRINA SILITONGA, di bawah sumpah di persidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi
merupakan kakak ipar dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan
permasalahan kesalahan pencatatan nama suami Pemohon di Kutipan
Akta Kematian suami Pemohon;

- Bahwa nama suami Pemohon di Kutipan Akta Kematiannya
dituliskan MAJARULLAH SILITONGA sedangkan di Kartu Keluarga dan
Surat Tanda Tamat Belajar Anak dituliskan MAJARULLA SILITONGA,;

- Bahwa nama suami Pemohon ada yang ditulis menggunakan “H”
dan ada yang tidak;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak
menyatakan suami Pemohon yang menggunakan “H” dan tidak adalah

orang yang sama;
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- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan
suaminya;

- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya ada 4 (empat) orang
anak yaitu Reza, Anggi, Lona dan Azis;

- Bahwa nama suami Pemohon yang salah di Surat Tanda Tamat
Belajar anak yang terakhir yaitu Azis;

- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal namun Saksi
tidak ingat kapan meninggalnya;

- Bahwa atas kematian suami Pemohon tersebut telah diterbitkan

Akta Kematiannya;

2. Saksi SIMSUR ALINA SILITONGA, di bawah sumpah di persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi
merupakan kakak ipar dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan
permasalahan kesalahan pencatatan nama suami Pemohon di Kutipan
Akta Kematian suami Pemohon;

- Bahwa nama suami Pemohon di Kutipan Akta Kematiannya
dituliskan MAJARULLAH SILITONGA sedangkan di Kartu Keluarga dan
Surat Tanda Tamat Belajar Anak dituliskan MAJARULLA SILITONGA,;

- Bahwa nama suami Pemohon ada yang ditulis menggunakan “H”
dan ada yang tidak;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak
menyatakan suami Pemohon yang menggunakan “H” dan tidak adalah
orang yang sama;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan
suaminya;

- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya ada 4 (empat) orang
anak yaitu Reza, Anggi, Lona dan Azis;

- Bahwa nama suami Pemohon yang salah di Surat Tanda Tamat
Belajar anak yang terakhir yaitu Azis;

- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal namun Saksi

tidak ingat kapan meninggalnya;
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- Bahwa atas kematian suami Pemohon tersebut telah diterbitkan

Akta Kematiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Memberi
ijin kepada Pemohon untuk Menyatakan Nama Suami pemohon dalam
Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-KM-15042015-0001
tanggal 15 April 2015 , dalam surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor :
1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023 , Kutipan ljazah Madrasah
Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor: 032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal
20 Juni 2020, Kutipan Surat Keterangan Nilai ljazah Sementara Anak Pemohon
Nomor: 422.1/134/2023 tanggal 9 Juni 2023 tercatat Nama Suami Pemohon
MAJARULLA SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember 1963,
dan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/1V/1995, yang diterbitkan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16 Februari 1995 tercatat
Nama Suami Pemohon MAJARULLAH SILITONGA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon
tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan
Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (bukti P-1),
Pemohon berdomisili di Lingkungan IV , Kelurahan Hutabalang, Kecamatan
Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan daerah hukum dari
Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga
berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang
memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo maka selanjutnya Hakim

akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum
nomor 2 Pemohon yang meminta memberikan izin kepada Pemohon untuk
menyatakan nama suami Pemohon yang tertulis MAJARULLAH SILITONGA
dengan MAJARULLA SILITONGA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan
mempertimbangkan apakah petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi
MASRINA SILITONGA dan SIMSUR ALINA SILITONGA menyatakan terdapat
kesalahan pencatatan nama suami Pemohon dalam beberapa dokumen
kependudukan Pemohon dimana nama suami Pemohon ada tertulis
MAJARULLAH SILITONGA dan MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan
yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan
norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
Peristiva Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk
dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh
Dokumen Kependudukan, perlindungan atas Data Pribadi, dan kepastian
hukum atas kepemilikan dokumen yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang
dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang ada di Pasal 71 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya
dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan
dalam Pasal 71 ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan
kewenangannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas bahwa
apabila ada pembetulan akta Pencatatan Sipil maka Penduduk dapat dilakukan
pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan
dari subjek akta sebagaimana Pasal 59 ayat (1) sebagaimana bunyi Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati isi Permohonan
Pemohon, terhadap perbaikan Dokumen Kependudukan yaitu perubahan Nama
Pemohon mengacu kepada peristiwa penting yang dialami seseorang yang
termasuk peristiwa kelahiran, sehingga ketentuan perubahan peristiwa penting
lainnya dalam akta pencatatan sipil memerlukan penetapan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56, Undang-Undang RI Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berpedoman juga pada
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 45
bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang
perkara permohonan yaitu pada poin angka 11 (sebelas) huruf h yang
menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan
sipil dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang
terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan bukti saksi,
diketahui bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah
diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan MAJARULLAH SILITONGA
pada hari Kamis tanggal 16 Februari 1995;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga
Pemohon, pada kolom orang tua bagian Ayah dari anak-anak Pemohon
bersama suaminya, terdapat perbedaan pencatatan nama suami Pemohon ada
yang tertulis MAJARULLAH SILITONGA dan MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa
ljazah dan Surat Keterangan Nilai ljazah Sementara, milik anak Pemohon yang
bernama AZIS RAHMAN SILITONGA disebutkan nama ayah dari anak
Pemohon tersebut adalah MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Kematian
suami Pemohon juga tertulis Namanya adalah MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keenam bukti surat yang diajukan
Pemohon tersebut Hakim melihat adanya perbedaan pencatatan nama suami
Pemohon, di beberapa dokumen disebutkan MAJARULLAH SILITONGA
sedangkan dokumen lain tertulis MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan keterangan
Saksi MASRINA SILITONGA dan SIMSUR ALINA SILITONGA, yang
menyatakan pada pokoknya Pemohon benar telah menikah dengan
MAJARULLA SILITONGA, abang dari para Saksi, namun terdapat kesalahan
pencatatan nama di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan suami, sehingga
tercatat MAJARULLAH SILITONGA;

Menimbang, bahwa fakta terkait anak Pemohon yang bernama AZIS
RAHMAN SILITONGA dalam dokumen sekolahnya disebutkan anak dari
MAJARULLA SILITONGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dokumen Kartu Keluarga
Pemohon juga disebutkan nama ayah dari AZIS RAHMAN SILITONGA adalah
MAJARULLA SILITONGA dan nama ibunya adalah LINDA MAULINA
NASUTION,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat
kesalahan pencatatan nama suami Pemohon antara MAJARULLA dan
MAJARULLAH adalah hal yang wajar terkait kesalahan pengetikan, dan dalam
persidangan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi
MASRINA SILITONGA dan SIMSUR ALINA SILITONGA, menyatakan
MAJARULLA SILITONGA dan MAJARULLAH SILITONGA adalah orang yang

sama, yaitu Suami Pemohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat penetapan yang akan
dikeluarkan tidak akan bertentangan dengan kesusilaan ataupun peraturan
perundang-undangan maka dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan
sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-undang Rl Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyatakan Nama Suami
pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon Nomor 1201-KM-
15042015-0001 tanggal 15 April 2015 , dalam surat Kartu Keluarga
Pemohon Nomor : 1201151504150001 tanggal 26 Agustus 2023, Kutipan
ljazah Madrasah Ibtidaiyah Anak Pemohon Nomor:
032/Mi.02.09.06/PP.01.01/06/2020 tanggal 20 Juni 2020, Kutipan Surat
Keterangan Nilai ljazah Sementara Anak Pemohon Nomor: 422.1/134/2023
tanggal 9 Juni 2023 tercatat Nama Suami Pemohon MAJARULLA
SILITONGA lahir di Hutabalang pada tanggal 28 Desember 1963, dan Surat
Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/1V/1995, yang diterbitkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sorkam Pada tanggal 16 Februari 1995 tercatat Nama
Suami Pemohon MAJARULLAH SILITONGA adalah ORANG YANG SAMA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023,
oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan
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Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 187/Pdt.P/2023/PN
Shg tanggal 31 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sibolga, Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Roberto Situmeang, S.H. Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK Rp 50.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Materai Putusan Rp 10.000,00
Jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
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